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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola serta distribusi pendapatan dalam pengembangan Agrowisata Nanas 

di Desa Tangkit Baru, Kabupaten Muaro Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data 

dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari pemerintah desa, pemilik lahan, petani 

nanas, pelaku UMKM, dan masyarakat sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola agrowisata masih belum optimal 

karena pengelolaan wisata dilakukan secara perorangan dan belum terintegrasi. Prinsip good governance seperti transparansi, 

akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan belum sepenuhnya diterapkan. Distribusi pendapatan juga masih belum merata karena manfaat 

ekonomi lebih banyak diterima oleh pemilik lahan. Namun demikian, keberadaan agrowisata memberikan dampak positif terhadap 

perkembangan UMKM, penjualan produk olahan nanas, serta peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Penelitian ini menyimpulkan 

bahwa Agrowisata Nanas di Desa Tangkit Baru memiliki potensi besar dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa, namun 

diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta sistem pengelolaan dan distribusi pendapatan yang lebih 

adil dan terintegrasi agar pengembangan wisata dapat berjalan secara berkelanjutan. Rekomendasi penelitian ini ialah diperlukannya 

penguatan kelembagaan pengelola wisata seperti BUMDes atau Pokdarwis, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 

wisata, serta penerapan sistem pengelolaan dan distribusi pendapatan yang lebih transparan dan adil. Selain itu, dukungan pemerintah 

desa dan pemerintah daerah terhadap pengembangan UMKM, fasilitas wisata, serta inovasi produk berbasis nanas juga perlu 

ditingkatkan agar Agrowisata Nanas di Desa Tangkit Baru dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi 

yang lebih merata bagi masyarakat desa. 
 

Kata kunci: E-Government, Pelayanan Publik Digital, Transformasi Pelayanan Publik, Society 5.0, Kantor Imigrasi 

Abstract: This research is motivated by the managment of Pineapple Agrotourism in Tangkit Baru 

Village, which is still based on individual land ownership, thus affecting the governance and distribution 

of community income. This study aims to analyze the governance and income distribution in the 

development of Pineapple Agrotourism in Tangkit Baru Village, Muaro Jambi Regency. The research 

method used was qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques were conducted 

through observation, interviews, and documentation with informants consisting of the village 

government, landowners, pineapple farmers, MSMEs, and the surrounding community. The results 

indicate that agrotourism governance is still suboptimal because tourism management is carried out 

individually and is not yet integrated. Good governance principles such as transparency, accountability, 

participation, and fairness have not been fully implemented. Income distribution is also still unequal, 

with economic benefits primarily accruing to landowners. Nevertheless, the existence of agrotourism 

has had a positive impact on the development of MSMEs, the sale of processed pineapple products, and 

the economic improvement of the surrounding community. This study concludes that Pineapple 

Agrotourism in Tangkit Baru Village has great potential in improving the economy of the village 

community, but it requires institutional strengthening, increased community participation, and a fairer 

and more integrated income management and distribution system so that tourism development can 

run sustainably. Therefore, it is necessary to strengthen tourism management institutions such as 
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Village-Owned Enterprises (BUMDes) or Tourism Awareness Groups (Pokdarwis), increase 

community participation in tourism management, and implement a more transparent and equitable 

revenue management and distribution system. Furthermore, village and regional government support 

for the development of MSMEs, tourism facilities, and pineapple-based product innovation is also 

needed so that Pineapple Agrotourism in Tangkit Baru Village can develop sustainably and provide 

more equitable economic benefits to the village community.  

Keywords: Governance, Income Distribution, Pineapple Agrotourism, Good Governance  

Pendahuluan 

Pengembangan sektor pariwisata berbasis potensi lokal menjadi salah satu strategi 

yang banyak dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian 

masyarakat. Salah satu bentuk pengembangan tersebut adalah agrowisata yaitu suatu jenis 

sektor pariwisata yang memanfaatkan sektor pertanian dan perkebunan sebagai daya tarik 

utama (Astuti et al., 2026). Agrowisata tidak hanya memberikan nilai tambah pada sektor 

pertanian, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja serta dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat desa (Fahira, 2026). 

Desa tangkit baru, Kabupaten Muaro Jambi, merupakan salah satu daerah yang 

memiliki potensi besar dalam pengembangan agrowisata berbasis komoditas nanas 

(Nickyta Sidabutar et al., 2024).  Berdasarkan data dari Pemerintah Desa Tangkit Baru dan 

Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, desa ini memiliki luas wilayah sekitar 1.811 hektare, 

dengan sekitar 1.000 hektare di antaranya merupakan lahan perkebunan nanas yang 

menjadi mata pencaharian utama masyarakat sekitar.  Sebagian besar masyarakat di desa 

ini menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian nanas, dengan luas lahan yang cukup 

besar serta memiliki nilai produksi yang cukup tinggi. Kondisi tersebut menjadikan Desa 

Tangkit Baru sebagai salah satu sentra nanas yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi 

kawasan agrowisata. 

Potensi tersebut juga memperoleh pengakuan dari pemerintah. Pada tahun 2023, 

Agrowisata Nanas Desa Tangkit Baru masuk dalam 500 Besar Anugerah Desa Wisata 

Indonesia (ADWI) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif. Selain itu, komoditas Nanas Tangkit Baru telah memperoleh Sertifikat Indikasi 

Geografis (IG) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang menunjukkan bahwa 

nanas tersebut memiliki karakteristik dan kualitas khas berdasarkan kondisi geografis 

wilayahnya. Pengakuan ini memperkuat posisi Desa Tangkit Baru sebagai kawasan 

strategis dalam pengembangan agrowisata dan ekonomi berbasis komoditas unggulan 

daerah. 

Namun, dalam segi perkembangannya, pengelolaan agrowisata nanas di Desa Tangkit 

Baru ini memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu berbasis pada kepemilikan lahan yang 
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masih milik perorangan dengan luas lahan masih sekitar 15 hektar yang belum mencapai 

target untuk menjadi 300 hektar. Artinya, lahan yang digunakan untuk kegiatan agrowisata 

itu masih di kelola secara individu oleh masyarakat sekitar, bukan dikelola secara terpusat 

oleh pemerintah desa ataupun lembaga tertentu. Kondisi ini berdampak pada sistem tata 

kelola yang cenderung tidak terintegrasi, sehingga setiap pemilik lahan memiliki kebijakan 

dan cara dalam pengelolaan yang berbeda-beda.  

Selain itu, sistem kepemilikan lahan perorangan juga akan berpengaruh terhadap 

distribusi pendapatan dari kegiatan agrowisata. Namun, pada Agrowisata Nanas Desa 

Tangkit Baru, manfaat ekonomi masih lebih banyak dinikmati oleh pemilik lahan karena 

sistem pengelolaan yang bersifat individual. Akibatnya, masyarakat yang tidak memiliki 

lahan umumnya hanya memperoleh pendapatan sebagai tenaga kerja atau pedagang kecil. 

Kondisi ini diperparah oleh belum adanya pengelolaan terpadu dan regulasi pembagian 

hasil yang jelas, sehingga distribusi pendapatan belum berjalan secara optimal. Pendapatan 

yang dihasilkan cenderung dinikmati secara individu oleh pemilik lahan itu, sehingga 

dapat menimbulkan potensi ketimpangan dalam pembagian manfaat ekonomi di 

Masyarakat (Agumdhana & Suwardji, 2022). Sementara itu, peran pemerintah desa dalam 

mengatur serta mengelola kegiatan agrowisata tersebut masih belum optimal, terutama 

dalam hal regulasi, kelembagaan, serta dalam pengelolaan keuangan wisata. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa adanya kesenjangan antara potensi yang 

dimiliki dengan pengelolaan yang dilakukan. Apabila tidak dikelola dengan baik, maka 

dari itu agrowisata yang seharusnya menjadi sumber peningkatan kesejahteraan 

masyarakat justru hanya memberikan manfaat bagi Sebagian kelompok saja (Sumandya et 

al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai tata kelola 

dan distribusi pendapatan dalam pengembangan agrowisata nanas berbasis lahan 

perorangan di Desa Tangkit Baru. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih 

banyak mengkaji dampak ekonomi atau pengembangan agrowisata berbasis masyarakat, 

penelitian ini berfokus pada analisis tata kelola dan distribusi pendapatan pada agrowisata 

yang dikelola di atas lahan perorangan.  

 Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengembangan agrowisata 

mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta 

mendorong perkembangan UMKM lokal (Alfatianda & Djuwendah, 2017)  & (Dayan & Sari, 

2022).  Sementara itu, penelitian mengenai kelembagaan agrowisata lebih banyak 

menyoroti pentingnya peran BUMDes, Pokdarwis, atau organisasi lokal dalam 

mengoordinasikan pengelolaan wisata secara kolektif (Oktaviani & Lidyana, 2020). 

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya dilakukan pada desa 

wisata yang dikelola secara kolektif melalui kelembagaan desa atau kelompok masyarakat, 
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sehingga lebih banyak membahas dampak ekonomi, partisipasi masyarakat, maupun 

strategi pengembangan destinasi wisata. Aspek mengenai bagaimana tata kelola dan 

distribusi pendapatan berlangsung pada agrowisata yang berkembang di atas lahan milik 

perorangan masih belum banyak dikaji. Padahal, karakteristik kepemilikan lahan tersebut 

berpotensi memengaruhi koordinasi antaraktor, mekanisme pengambilan keputusan, 

penerapan prinsip good governance, serta pemerataan manfaat ekonomi yang diterima 

masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis 

keterkaitan antara tata kelola dan distribusi pendapatan pada pengembangan Agrowisata 

Nanas berbasis lahan perorangan di Desa Tangkit Baru sebagai dasar penyusunan model 

pengelolaan yang lebih kolaboratif, adil, dan berkelanjutan. 

Karakteristik ini menarik untuk dikaji karena menciptakan pola pengelolaan yang 

berbeda dibandingkan desa wisata yang dikelola oleh BUMDes atau Pokdarwis secara 

kolektif. Meskipun perkembangan pariwisata pertanian nanas di Desa Tangkit Baru 

memiliki potensi yang sangat besar untuk memperbaiki ekonomi warga desa. Akan tetapi, 

(Febriana & Meirinawati, 2021) menjelaskan bahwa pengelolaan yang masih bersifat 

individu mengakibatkan sistem pengelolaan agrowisata tidak berjalan secara maksimal dan 

memengaruhi distribusi pendapatan yang belum merata.  Dengan adanya penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi pengelolaan 

agrowisata yang ada serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dan masyarakat 

sekitar dalam mengoptimalkan potensi agrowisata secara lebih adil dan berkelanjutan. 

Sejalan dengan tujuan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan 

pada empat aspek utama: pertama, bagaimana model tata kelola agrowisata nanas berbasis 

kepemilikan lahan perorangan yang diterapkan di Desa Tangkit Baru; kedua, bagaimana 

pola distribusi pendapatan antara pemilik lahan dan masyarakat non-pemilik lahan; ketiga, 

apa saja kendala yang dihadapi Pemerintah Desa dalam mengatur regulasi dan 

kelembagaan di tengah dominasi pengelolaan individu; dan keempat, strategi apa yang 

dapat dirumuskan untuk mewujudkan tata kelola agrowisata nanas yang terintegrasi, adil, 

dan berkelanjutan. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian secara deskriptif 

yang bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai tata kelola serta distribusi 

pendapatan dalam pengembangan agrowisata nanas berbasis lahan perorangan di Desa 

Tangkit Baru, Kabupaten Muaro Jambi. Metode ini dipilih karena mampu menggambarkan 

kondisi nyata yang terjadi di lapangan saat ini dengan menggali informasi secara langsung 
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dari para pelaku yang terlibat. Lokasi penelitian ditentukan secara terencana di Desa 

Tangkit Baru karena desa ini merupakan salah satu sentra nanas yang memiliki potensi 

besar dalam pengembangan agrowisata, namun masih menghadapi berbagai permasalahan 

dalam aspek pengelolaan dan pemerataan pendapat. Data yang akan digunakan berjenis 

data primer dan data sekunder yang dimana data primer akan diperoleh melalui observasi 

serta wawancara dengan petani, pemilik lahan, pengelola agrowisata, pemerintah desa, 

serta masyarakat sekitar. Sedangkan data sekunder dapat diperoleh dari dokumen, laporan 

desa, dan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, 

wawancara mendalam, serta dokumentasi.  

Penelitian ini diawali dengan kegiatan observasi lapangan yang berada di kawasan 

Agrowisata Nanas Desa Tangkit Baru, Kabupaten Muaro Jambi. Observasi awal dilakukan 

untuk melihat kondisi pengelolaan agrowisata serta mengidentifikasi permasalahan yang 

berkaitan dengan tata kelola serta distribusi pendapatan masyarakat sekitar. Selanjutnya, 

peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan, seperti pengelola agrowisata, 

petani, pemilik lahan, masyarakat serta pemerintah desa yang berguna untuk menggali 

informasi yang relevan dengan melakukan penelitian ini. Selain itu, peneliti juga 

melakukan dokumentasi berupa rekaman suara, vidio, foto, serta pencatatan data lapangan 

yang berguna untuk mendukung penelitian. Setelah seluruh data terkumpul, peneliti 

melakukan diskusi kelompok, mengelola data, analisis hasil penelitian, serta penyusunan 

kerangka artikel ilmiah yang meliputi pendahuluan, abstrak, hasil penelitian, serta 

kesimpulan.  

 

 

Gambar 1. Informan Penelitian 
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Gambar 2. Alur Penelitian 
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ataupun lembaga di desa wisata tersebut. Situasi saat ini yang membuat terhambatnya 

perkembangan agrowisata nanas tersebut karena berlangsung secara terpisah serta belum 

memiliki kebijakan pengelolaan resmi secara menyeluruh. 

Tabel 1. Analisis Penerapan Prinsip Good Governance pada Agrowisata Nanas Desa Tangkit Baru 

Prinsip Good 

Governance 

Kondisi di Lapangan Permasalahan 

Transparansi Informasi pendapatan dan 

pengelolaan agrowisata belum di 

publikasikan secara terbuka 

Masyarakat belum mengetahui secara jelas 

pengelolaan dan pendapatan agrowisataa 

Akuntabilitas Belum terdapat lembaga resmi yang 

bertanggung jawab penuh terhadap 

pengelolaan agrowisata 

Belum adanya sistem pertanggungjawaban 

yang jelas  

Partisipasi Masyarakat terlibat sebagai pelaku 

UMKM, pekerja harian serta 

musiman, dan jasa parkir 

Keterlibatan masyarakat masih terbatas pada 

kegiatan operasional 

Efektivitas & 

efisien 

Pengelolaan dilakukan secara 

individual oleh masing-masing 

pemilik lahan 

Koordinasi dan pengembangan agrowisata 

belum terintegritas 

Keadilan 

(equity) 

Manfaat ekonomi lebih banyak di 

terima oleh pemilik lahan 

Distribusi pendapatan belum merata 

Sumber: Penulis 2026 

Transparansi Pengelolaan Agrowisata 

Menurut Fitriani (2023) keterbukaan informasi merupakan suatu hal yang sangat 

penting dalam menciptakan tata kelola yang terbuka sehingga mendapatkan nilai positif 

serta dapat di pertanggungjawabkan. Keterbukaan informasi terkait pengelolaan kegiatan, 

distribusi pendapatan serta pengambilan keputusan dalam proses perkembangan 

agrowisata.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pemerintah desa dapat diketahui 

bahwa hingga saat ini belum terdapat pelaporan yang jelas mengenai pendapatan maupun 

pengelolaan wisata dikarenakan wisata masih di kelola langsung oleh masing-masing 

pemilik lahan. Pernyataan tersebut sudah jelas menunjukkan bahwa pemerintah desa 

belum memiliki wewenang administratif penuh dalam pengelolaan agrowisata. Maka dari 

itu pemerintah desa saat ini mengalami keterbatasan dalam melakukan evaluasi, 

pembinaan, serta penyusunan kebijakan untuk pengembangan agrowisata tersebut secara 

menyeluruh. 
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 Selain itu, masyarakat sekitar juga belum memperoleh akses informasi yang jelas 

terkait pengelolaan wisata dan pembagian manfaat ekonomi. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa transparansi dalam tata kelola agrowisata masih relatif rendah. Maka dari itu  

Rosanti (2026) merekomendasikan harus ada peningkatan transparansi seperti anggaran, 

inovasi atraksi pariwisata, serta penguatan kelembagaan untuk pembentukan sistem 

retribusi yang legitim. 

Aspek akuntabilitas dalam pengelolaan agrowisata di Desa Tangkit Baru masih 

belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari ketiadaan lembaga resmi yang memiliki peran 

penting dalam mengatur semua kegiatan wisata secara terpadu. Pengelolaan agrowisata 

masih di dasarkan oleh upaya masing-masing pemilik lahan tanpa adanya pedoman 

operasional ataupun sistem pertanggung jawaban yang jelas.  

Kondisi ini menunjukkan bahwa lemahnya kelembagaan yang mengatur agrowisata 

tersebut. Padahal kelembagaan merupakan faktor penting dalam menciptakan tata kelola 

yang terstruktur dan berkelanjutan. Menurut Oktaviani & Lidyana (2020) kelembagaan 

yang kurang berperan dalam mendukung pengelolaan agrowisata menyebabkan kegiatan 

agrowisata sulit mencapai kondisi optimal yang dimana pemilik lahan harus bekerja sama 

dengan kelembagaan agar terciptanya agrowisata yang maju dan berkelanjutan.  

Menurut Osborne (2017)  tata kelola publik modern (new public governance) 

menekankan pentingnya kolaborasi antar aktor melalui sistem kelembagaan yang 

terintegras. Dalam konteks desa wisata, keberadaan lembaga seperti BUMDes atau 

kelompok sadar wisata (Pokdarwis) sangat penting untuk menciptakan koordinasi 

pengelolaan, pembagian tugas, serta pengawasan kegiatan wisata (Novianto & Arba, 

2026). Ketiadaan kelembagaan tersebut berdampak pada lemahnya koordinasi antar 

pelaku wisata. Setiap pemilik lahan memiliki kebijakan pengelolaan sendiri terkait harga 

tiket, fasilitas wisata, pelayanan pengunjung, maupun pengembangan kawasan wisata. 

Akibatnya, pengembangan wisata berjalan tidak seragam dan sulit membentuk identitas 

wisata desa yang kuat. 

Menurut Wibowo & Belia (2023) salah satu elemen penting dari pembangunan 

agrowisata berkelanjutan dalam masyarakat lokal yaitu dengan melibatkan mereka dalam 

prosesnya. Masyarakat lokal juga bisa berkontribusi saat melakukan identifikasi potensi 

atraksi wisata. Mereka yang tinggal di sekitar destinasi dapat dipastikan mengetahui lebih 

dalam tentang kondisi alam dan budaya. Hal tersebut menjadi penting karena masyarakat 

lokal akan terkena dampak langsung dari agrowisata. Oleh sebab itu, masyarakat lokal 

mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan pariwisata 

berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian, partisipasi masyarakat di Desa Tangkit Baru 

masih tergolong terbatas. Keterlibatan masyarakat umumnya hanya sebagai pedagang 
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kecil, penyedia jasa parkir, tenaga bantu saat musim ramai, maupun pekerja harian pada 

lahan wisata tertentu. 

Menurut (Tel et al., 2026) rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa 

wisata dapat menyebabkan ketimpangan manfaat ekonomi dan melemahkan 

keberlanjutan wisata berbasis masyarakat. Keterlibatan masyarakat yang masih dalam 

tahap operasional dan belum menjangkau aspek strategis dalam pengelolaan wisata 

tersebut (Dai & Kurniansah, 2025). Dalam perspektif good governance, partisipasi 

masyarakat diperlukan untuk menciptakan pengelolaan yang demokratis dan berorientasi 

pada kepentingan bersama (Sidik et al., 2025). Oleh karena itu, pengembangan agrowisata 

di Desa Tangkit Baru perlu memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk 

terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan wisata. 

Tabel 2. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Agrowisata Nanas 

Bentuk Partisipasi Pelaku Keterangan 

Pedagang UMKM Masyarakat sekitar Menjual produk olahan nanas seperti 

makanan, minuman  

Penyedia Jasa Parkir Masyarakat sekitar Menjaga keamanan atas  kendaaraan 

pengunjung 

Tenaga Kerja Musiman Masyarakat sekitar Membantu operasional saat 

pengunjung ramai  

Produksi Kerajinan Pelaku UMKM Membuat souvenir khas nanas 

Pengolahan Produk Nanas Kelompok UMKM Memproduksi sirup, dodol, selai, 

keripik, serta permen 

Sumber: Penulis 2026 

 

Distribusi Pendapatan dan Dampak Ekonomi Masyarakat di Desa Tangkit Baru 

Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan Agrowisata Nanas di Desa Tangkit Baru 

memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat sekitar, Dengan adanya agrowisata 

ini masyarakat mendapatkan penghasilan serta pekerjaan tambahan terutama dalam 

peningkatan aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Alfatianda & 

Djuwendah, 2017). Pengembangan agrowisata tidak hanya memberikan manfaat ekonomi 

bagi pemilik lahan, tetapi juga membuka peluang usaha bagi masyarakat desa melalui 

penjualan produk olahan nanas dan berbagai kerajinan khas daerah (Arafah & Khoirudin, 

2022). 

Agrowisata Nanas Desa Tangkit Baru mulai berdiri pada tahun 2019 dengan tujuan 

awal sebagai sarana edukasi budidaya nanas kepada masyarakat dan pengunjung. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Agrowisata sekaligus ketua BPD Desa 

Tangkit Baru yaitu Bapak Baso Patolai, S.Pt, M.Pt. beliau mengatakatan pengelolaan awal 
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agrowisata dilakukan oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dengan target 

pengembangan kawasan wisata mencapai 30–50 hektare lahan nanas. Secara administratif, 

kawasan tersebut telah memperoleh Surat Keputusan (SK) sebagai desa wisata dari 

pemerintah kabupaten. Beliau juga mengatakan terkait pembagian hasil dari agrowisata 

nanas itu sebanyak 20% untuk pengelola, 20% untuk pemilik lahan, 20% untuk biaya 

oprasional, 5% untuk desa dan sisanya di gunakan untuk perawatan fasilitas wisata.  
Tabel 3. Distribusi Pendapatan Agrowisata Nanas 

Penerima Manfaat Persentase 

Pengelola Wisata 20% 

Pemilik Lahan 20% 

Biaya Operasional 20% 

Pemerintah Desa 5% 

Perawatan dan Pengembangan Fasilitas 35% 

Total 100% 

Sumber: Penulis 2026 

 

Selain itu, Desa Tangkit Baru memiliki luas wilayah sekitar 1.811 hektare dan sekitar 

1.000 hektare di antaranya merupakan lahan perkebunan nanas. Hal ini menunjukkan 

bahwa komoditas nanas menjadi potensi utama desa yang kemudian dikembangkan 

menjadi sektor agrowisata berbasis masyarakat. Dalam pengembangan kawasan wisata, 

pemerintah desa juga memberikan dukungan berupa pembangunan fasilitas wisata seperti 

saung atau pondok-pondok untuk pengunjung . Selain itu, terdapat bantuan dari pihak 

eksternal seperti Bank Indonesia berupa pembangunan mushola berbentuk nanas di 

kawasan agrowisata serta partisipasi dari mahasiswa Universitas Jambi yang membuat 

omah nanas dan patung nanas di dalam kawasan agrowisata tersebut . Dukungan tersebut 

menunjukkan adanya keterlibatan pemerintah desa dan pihak luar dalam mendukung 

pengembangan wisata berbasis pertanian di Desa Tangkit Baru. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat setempat, salah satu bentuk usaha 

yang berkembang di kawasan agrowisata adalah produksi dan penjualan buah nanas serta 

sirup nanas yang menjadi produk khas dari Desa Tangkit Baru tersebut. Selain itu, 

masyarakat juga memproduksi berbagai olahan lain seperti dodol nanas, keripik nanas, 

selai nanas goreng, permen nanas serta kerajinan gantungan kunci berbentuk nanas yang 

dijual kepada wisatawan sebagai oleh-oleh khas Desa Tangkit Baru tersebut (Anggraini et 

al., 2022). 

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat yang terlibat dalam kegiatan UMKM di 

kawasan agrowisata nanas tersebut diperkirakan mencapai sekitar 20 orang warga. 

Keterlibatan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa keberadaan agrowisata telah 

menciptakan aktivitas ekonomi baru dan membuka peluang usaha bagi masyarakat desa 
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(Muttaqin et al., 2025). Respon dari masyarakat terhadap keberadaan agrowisata itu juga 

positif yang dimana masyarakat menilai bahwa meningkatnya jumlah pengunjung 

memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan UMKM di sekitar kawasan 

wisata (Putra et al., 2025).  

Selain masyarakat sekitar terdapat para petani nanas yang juga memberikan respon 

positif mereka terhadap kehadiran serta pengembangan agrowisata nanas tersebut. 

Menurut hasil wawancara, meningkatnya kunjungan wisatawan yang berdampak besar 

terhadap meningkatnya penjualan produk nanas milik masyarakat yang dimana semua 

ini merupakan kesempatan untuk kemajuan usaha yang dijalankan oleh para pelaku 

UMKM (Ekawati & Fitriansyah, 2022). Namun demikian, distribusi pendapatan dari 

kegiatan agrowisata tesebut masih belum merata sepenuhnya. Pendapatan besar masih di 

peroleh oleh pemilik lahan wisata yang dimana mereka memiliki akses langsung terhadap 

pengelolaan kawasan wisata seperti tiket masuk, fasilitas wisata, serta aktivitas 

perdagangan di kawasan wisata tersebut. 

Pengembangan agrowisata nanas di Desa Tangkit Baru juga mendorong munculnya 

inovasi dalam pemanfaatan limbah nanas (Anggraini et al., 2022). Berdasarkan hasil 

wawancara, terdapat beberapa mahasiswa yang ikut turut terlibat dalam pengembangan 

produk kreatif berbahan dasar limbah nanas.Limbah seperti kulit, mahkota, dan serat daun 

nanas yang dimanfaatkan menjadi produk bernilai guna seperti masker dan berbagai 

kerajinan tangan lainnya (Ritonga et al., 2025). Dengan demikian mengoptimalisasi limbah 

pertanian menjadi solusi strategis untuk meminimalisir limbah sekaligus dapat 

meningkatkan nilai ekonomi kreatif (Ruqayyah, 2025).   

Namun demikian, saat pengembangan agrowisata masih menghadapi beberapa 

kendala, terutama dari sisi dukungan operasional pemerintah desa (Budiasa, 2022). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah desa, terdapat rencana pengembangan 

wisata malam hari, tetapi belum dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran 

operasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan agrowisata masih 

membutuhkan dukungan kelembagaan dan pendanaan yang lebih kuat agar pengelolaan 

wisata dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan (Oktaviani & Lidyana, 2020). 

Sebagai upaya pencapaian penguatan kapasitas kelembagaan maka harus difokuskan 

pada tiga tingkatan yaitu individual, organisasi, dan sistem (Sari et al., 2020). Temuan 

penelitian ini menunjukkan perlunya pembentukan kelembagaan wisata yang lebih kuat 

melalui BUMDes atau Pokdarwis. Pemerintah Desa Tangkit Baru dapat menyusun 

regulasi terkait sistem pengelolaan dan distribusi pendapatan agar manfaat ekonomi dapat 

dirasakan secara lebih merata oleh seluruh masyarakat. 
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Simpulan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Agrowisata Nanas di Desa Tangkit Baru 

memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat melalui pengembangan 

UMKM, penjualan produk olahan nanas, penciptaan peluang usaha, serta inovasi 

pemanfaatan limbah nanas menjadi produk bernilai ekonomi. Namun, pengelolaannya 

masih bersifat individual dan berbasis kepemilikan lahan perorangan sehingga kerja sama 

antar pelaku wisata belum terintegrasi secara optimal. Penerapan prinsip good governance 

seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan juga belum berjalan maksimal. 

Pemerintah desa belum memiliki data pengelolaan dan pendapatan wisata secara 

menyeluruh, belum terdapat lembaga pengelola resmi, dan partisipasi masyarakat masih 

terbatas pada kegiatan UMKM serta tenaga kerja pendukung. Selain itu, manfaat ekonomi 

agrowisata masih lebih banyak dirasakan oleh pemilik lahan dibandingkan masyarakat 

lainnya. Secara keseluruhan, Agrowisata Nanas memiliki potensi besar untuk 

dikembangkan sebagai wisata berbasis masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan 

penguatan kelembagaan pengelola wisata, peningkatan partisipasi masyarakat, serta 

penerapan sistem pengelolaan dan distribusi pendapatan yang lebih transparan, adil, dan 

berkelanjutan agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh 

masyarakat desa. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian tata 

kelola desa wisata dengan menunjukkan bahwa kepemilikan lahan perorangan dapat 

memengaruhi efektivitas tata kelola dan pemerataan distribusi pendapatan. Oleh karena 

itu, model kelembagaan kolaboratif menjadi penting dalam pengembangan agrowisata 

berbasis masyarakat.  

Hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan tata kelola 

pariwisata berbasis masyarakat. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun 

Agrowisata Nanas di Desa Tangkit Baru telah mampu mendorong pertumbuhan UMKM 

dan menciptakan nilai ekonomi dari produk olahan serta pemanfaatan limbah, 

fragmentasi kepemilikan lahan perorangan menjadi penghambat utama terciptanya 

sinergi kolektif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa konsep community based tourism tidak 

akan berjalan optimal jika hanya mengandalkan lokasi geografis tanpa disertai mekanisme 

kelembagaan yang kuat (Vidya Yanti Utami et al ., 2022). Dominasi manf aat ekonomi oleh 

pemilik lahan juga menyoroti adanya risiko reproduksi ketimpangan struktural di 

pedesaan, di mana masyarakat non-pemilik aset terjebak pada peran dengan nilai tambah 

rendah. Selain itu, belum berlakunya prinsip good governance khususnya transparansi 

data dan akuntabilitas keuangan menunjukkan urgensi intervensi regulasi dari tingkat 

desa untuk mencegah potensi konflik sosial di masa depan. 
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Berdasarkan implikasi tersebut, beberapa rekomendasi praktis perlu segera 

diterapkan untuk mengoptimalkan potensi agrowisata. Pertama, diperlukan pembentukan 

lembaga pengelola terpadu, baik melalui penguatan BUMDes maupun pembentukan 

koperasi wisata, yang dapat mewadahi kepentingan para pemilik lahan sekaligus 

mengatur standar pelayanan yang seragam. Kedua, pemerintah desa harus menerbitkan 

Peraturan Desa (Perdes) yang mewajibkan transparansi pelaporan pendapatan dan 

menetapkan skema kontribusi sosial atau retribusi dari pelaku usaha wisata individu ke 

kas desa. Skema ini bertujuan untuk mendanai fasilitas umum dan program 

pemberdayaan bagi masyarakat non-pemilik lahan. Ketiga, diversifikasi peran ekonomi 

perlu didorong melalui pelatihan khusus agar masyarakat sekitar tidak hanya bergantung 

pada tenaga kerja kasar, tetapi juga mampu mengembangkan usaha jasa pendukung 

seperti pemandu wisata edukasi atau penyedia akomodasi homestay. 
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